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PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Ten
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Ev
Instansi Pemerintah.

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Ap
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tangga

Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah; .
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00532/ST/ITDAPROV.IV2024 tanggal 17 Juli

2023, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

tang Sistem

ra Dan Reformasi Birokrasi
Tentang Petunjuk Teknis
Atas Laporan Kinerja

Dan Reformasi Birokrasi
aluasi Akuntabilitas Kinerja

aratur Negara Dan Reformasi
| 04 Maret 2021 tentang

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan
dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta
meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk
mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.
Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara
konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian Kinerja

(hasil) yang telah direncanakan.




C. Tujuan Bvaluas)

Beoara umum tujuan evaluasl AKIP adalah untuk mengeiahul sejauh mans
implementasl AKIP dilaksanakan, serta untuk mendarong peningraisn
pencapalan kinerja yang tepal sasaran dan berorientas hasil, sehinggs
diharapkan dapat mendorong setiap Instansl pemerintah, balk pemertah gt
maupun pemerintah dasrah untuk berkomitmen dan secara konsisten mevjuadran

capalan kinerja (hasil) yang telah direncanaken melalul implementas BAKIV
Tujuan evaluasl AKIP secara khusus dapat ditentukan setisp tahun sesusl dengsn
kebljakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan, Tujusn dan Sassran e/nliuns
sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan keb)jakan
pimpinan instansi/unit kerja yang diberl wewenang untuk melakukan ovaluas,
dengan mempertimbangkan berbagal kendala yang ada,

Tujuan khusus dilakukannya evaluasl AKIP setiap tahunnys adalah minimasl ik

1. Memperoleh informasl tentang implementasl SAKIF;

2. Menilal tingkat implementasi SAKIP;

3. Menilal tingkat akuntabilitas kinerja;

4. Memberikan saran perbalkan peningkatan implementasi BAKIP; dan

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya,

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilalan kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategl dalam mencapal kinerja;

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, balk keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/
penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapal kinerja berikutnya;

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiens
kinerja; dan

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari
metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan
dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi
yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini,
evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan
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dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang
dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan
petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan
rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini
adalah:
1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi

serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh
Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan
data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.
Merupakan bentuk pengumpulan data dan in
pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia
Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi di
langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan
melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital

dengan menyerahkan

formasi yang dilakukan dengan
data dan informasi.
catat secara

meeting.
3. Observasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan

pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada
Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 42 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perpustakaan

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan
b. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan

3. Visi Misi Terkait RPJMD

a. ViISI
* SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA *




b. MISI
1. Meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat,

berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan,

kejujuran dan integritas.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur
pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsif

4. Struktur Organisasi
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« Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perpustakaan atas rekomendasi Evaluasi AKIP
Tahun sebelumnya (2023).

NO
1.

| Melakukan evaluasi informal alas capaian kinerja untuk memberikan

"Menyusun laporan kinerja .dengan menyajikan informasi mengenal

REKOMENDASI

Molakukan perbalkan terhadap rumusan sasaran siralegis dan Indikator
kinerja pada dokumen  perencanaan perangkal doerah dan
menjabarkan /menyelaraskan dengan sasaran siralegis dalam dokumen

RPJMD
Melakukan penyempumaan rumusan sasaran sirategls dan Indikator

kinerja dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan porangkat
daerah lainnya

EVALUASI/
TINDAKLANJUT

Sobaglon sudah
Ditindaklanjuti

Sobaglan sudah
ditindaklanjuti

Sobaglan sudah

Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sobagal alat untuk
ditindaklanjuti

perbalkan perencanaan dan peningkatan kinerja .

masukan/saran guna peningkatan kinerja

analisis efesiensi penggunaan anggaran dan informasi keuangan yang
terkait dengan capalan sasaran

Sobaglan sudah

ditindaklanjuti

Sebagian sudah
ditindaklanjuti




BAB I
GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas
Implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar 81,26 kategori “A”.
Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

P —— ——— e e Y —_—— e - — — - ]
Bobot Total
Ko
| mponen Komponen Nilai
| PerencanaanKineja | 3 | &M
| PenqukuranKineja | = 30 | @ 245
PelaporanKineja | 15 | 1143
Evalt‘lasu.Akuntaballtas 2% 22,08
Kinerja Internal
|__Nilai Akuntabilitas Kinerja 100 1 81,26

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja:

1) Tersedia pedoman teknis perencanaan kinerja;

2) Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;

3) Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;

4) Telah ada dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;

5) Terdapat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja;

6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah telah diformalkan;

2) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek telah diformalkan;

3) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Renstra) dan Jangka
Pendek (Renja) belum dipublikasikan di website tetapi sudah di media
sosial yaitu di Instagram;

4) Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah menggambarkan
Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;

5) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) sebagian telah jelas
menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;

6) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) sebagian besar memenuhi kriteria

SMART;
7) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagian menggambarkan kondisi Kinerja

Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable
tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);




8) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian dapat
dicapai (achievable), menantang, dan realistis;

9) Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang
berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di
setiap level jabatan (Cascading);

10) Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting);

11) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan sebagian besar
Perencanaan Kinerja;

12) Setiap pegawai sebagian besar merumuskan dan menetapkan Perencanaan
Kinerja.

¢. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

1) Anggaran yang ditetapkan sebagian besar mengacu pada Kinerja yang
ingin dicapai;

2) Anggaran yang ditetapkan sebagian besar mengacu pada Kinerja yang
ingin dicapai;

3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian besar telah
dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;

4) Rencana Aksi Kinerja sudah dapat berjalan dinamis walaupun Evaluasi
capaian kinerja sudah dilaksanakan tetapi Rencana Aksi telah disusun;

5) TelahTerdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;

6) Telah Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;

7) Setiap unit/satuan kerja sebagian besar memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;

8) Setiap Pegawai sebagian besar memahami dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja
a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

1) Sudah ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data
kinerja (Permenpan 53/2014),

2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur
indikator kinerja;

3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang
dapat diandalkan.

b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja.

1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker)

dalam mengukur capaian kinerja;
2) Data kinerja yang dikumpulkan sudah relevan untuk mengukur capaian

kinerja yang diharapkan;




3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang
diharapkan;

4) Pengukuran kinerja sebagian pesar telah dilakukan secara berkala
(tahunan);

5) Sebagian level dalam organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran
capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;

6) Pengumpulan data kinerja sebagian telah memanfaatkan Teknologi
Informasi (Aplikasi),

7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi In
(Aplikasi);

c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.

1) Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam peny
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;

2) Pengukuran Kinerja sudah menjadi dasar dalam penempatan/ penghapusan

Jabatan baik struktural maupun fungsional;
3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing)

formasi

esuaian

Organisasi;

4) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

5) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai
kinerja;

6) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai
kinerja;

7) Pengukuran kinerja sebagian besar telah mempengaruhi penyesuaian
Anggaran dalam mencapai kinefja;

8) Sebagian besar terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai
kinerja;

9) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
10) Sebagian pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja.
1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
3) Dokumen Laporan Kinerja sudah diformalkan;

4) Dokumen Laporan Kinerja LKJIP sudah direviu oleh APIP;




b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja.
1) Dokumen Laporan Kinerja sudah disusun secara berkualitas sesuai dengan

standar,

2) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar mengungkap informasi tentang
pencapaian kinerja,

3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja
dengan target tahunan;

4) Dokumen Laporan Kinerja sudah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja
dengan target jangka menengah;

5) Dokumen Laporan Kinerja sudah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;

6) Dokumen Laporan Kinerja tielah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi kinerja di level nasionalintemasional (Benchmark Kinerja);

7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja
beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;

8) Dokumen Laporan Kinerja sudah menginformasikan efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

9) Dokumen Laporan Kinefa sudah menginformasikan upaya perbaikan dan
penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja
1) Informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi perhatian utama pimpinan

(Bertanggung Jawab);

2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian sebagian
pegawai ;

3) Informasi dalam laporan kinerja berkala sudah digunakan dalam

penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
4) Informasi dalam laporan kinerja berkala sudah digunakan dalam

penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi

pencapaian keberhasilan kinerja;
6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian

perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya
kinerja organisasi.

4, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal;

1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh APIP:
3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara

berjenjang.




It

b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal
1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai
standar,
2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang

memadai,
3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan

pendalaman yang memadai;
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit

kerja/perangkat daerah:
5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan

Teknologi Informasi (Aplikasi).
c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal
1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal
sebagian kecil ditindaklanjuti;

2) Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaks
lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal;

baru

anakan tindak

3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah sepenuhnya
dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;

5) Sudah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan
hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.

B. Rekomendasi

1. Perencanaan Kinerja

a. Penyusunan dokumen jangka menengah (Rentra) dan dokumen
perencanaan jangka pendek harus sesuai dengan pedoman teknis
perencanaan kinerja yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri
nomor 81 Tahun 2022;

b. Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan untuk Renstra maupun
Renja dan LKJIP ke dalam website resmi ;

c..Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan
kondisi kinerja yang akan dicapai;

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) seharusnya telah menggambarkan kondisi
Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan
(sustainable tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis),

e. Anggaran yang ditetapkan, dapat mengacu pada Kinerja yang ingin
dicapai;

f. Setiap unit/satuan kerja serta seluruh pegawai memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
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2). Pengukuran kinerja

a. Agar menyusun dan menetapkan pedoman teknis pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kinerja (Permenpan 53/2014 untuk diturunkan dengan Pergub);

b. Agar Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan pedoman teknis;

C. Agar dapat membuat SOP pengumpulan dan pengukuran kinerja dalam yang
menjadi dapat menjadi mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan dan
pengukuran data kinerja yang dapat diandalkan;

c. Dilaksanakan berkala dan terstruktur;

d. Dilakukan, dipahami dan pedulikan oleh seluruh unit kerja dalam organisasi
serta pegawai;

e. Dilakukan berjenjang;

f. Dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja unit dibawahnya secara
berjenjang;

g. Pelaksanaan didokumentasikan lengkap;

h. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi
ditingkatkan lagi (Aplikasi).

3. Pedoman kinerja

a. Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) disusun secara berkualitas sesuai dengan
standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
Diantaranya yang belum termuat dalam LKjIP Tahun 2023 yaitu:

» Dokumen Laporan Kinerja dapat menginformasikan efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

» Informasi tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(Rekomendasi perbaikan kinerja).

» Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;

» Informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;

b. Informasi dalam laporan kinerja dapat menjadi perhatian utama pimpinan |
(Bertanggung Jawab); e

¢. Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKjIP) tahun yang akan datang '
kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP dan Reviu
LPPD.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

a. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal dapat
ditindaklanjuti secara keseluruhan;

b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan.
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BAB Il
PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas
Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawad atas
Dghksaman dan pencapaian Kinetja sesuai dengan lembaridokumen Penanyan
Kinetja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Olen
karena itu peru adanya komitmen yang kual dan pimpinan UnRK meningkatan
Implementasi SAKIP didnstansi yang dipimpin sehingga  mambenkan mothas! kepada
bawahan untuk saling bersinergi antara unkt kena yang ada dalam organisasi sahingga hyuan
organisas linstansi dapat tercapai optimal yang pada akhimya memperbaiki managmen
kinerja dan meningkatkan akuntabiltas kineda Oi instansi  pemenntah secara
berkelanjutan. Pembenan reward dan punishment dapat mendorong dan mambdenkan
motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinera yang lebih optimal
A, Kesimpulan

Nilai Akuntabiltas Kinea Instansi Pemenntah (AKIP) pada Dinas Perpustakaan

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah 81,26 termasuk dalam Kategon ‘A’

dan Implementasi SAKIP telah naik dan tahun sabalumnya

Total nilai AKIP hasil Evaluasi AKIP tahun ini (2024) naik dari tahun sebalumnya

(2023) 78,74 kategori ‘BB’ namun tidak dapat disandingkan sedaga

sebagaimana Peraturan Mentern Pendayagunaan Aparatur Negam Dan Reformas
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaliasi Akuntabiltas Kinega Instansi
Pemerintah.

B. Saran
Diharapkan rekomendasi yang disampakan segera dapat ditindakianjuti
meningkatkan nilai yang belum optimal sehingga meningkatkan hasil peniaan
AKIP dimasa yang akan datang.
Dihampkanhpomnhidapatmmmnmm
Implementasi SAKIP Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
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